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Bab | Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2020

sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2020.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan
semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara
transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 — 2021 sebagaimana
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun
2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-
2021. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, makan disusunlah Rencana Strategis
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 14
Tahun 2017.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih
terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan
ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih



lebin  produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan,

pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah
memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan
Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2020.
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Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan
pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana
instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan
publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema
pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas
kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bantul Tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja
dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan
Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan
akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 telah
berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal
tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa telah menetapkan Rencana Strategis Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk



Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 14 Tahun
2017

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
No 8 Tahun 2019. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan
masyarakat dan desa. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki fungsi yang cukup luas dan
strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
serta pemberdayaan masyarakat dan desa;

b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan
mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran
pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan



bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) IKU disimpulkan

bahwa seluruh indikator berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian

sebesar 141.48%. Ada 2 (dua) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat
tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1.

2.

Total Fertility Rate (TFR).

Angka Kelahiran Total (TFR, Rata-rata anak yang dilahirkan seorang
wanita selama masa usia suburnya. Sebagai indikator untuk membandingkan
keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial
ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para
perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin,
meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan
pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program
penurunan tingkat kelahiran.

7
Dengan perhitungan =5 X ) ASFR;

=1

NO | KELOMPOK UMUR JUMLAH JUMLAH ASFR
KELAHRAN | PEREMPUAN

1 15-19 85 32.212 0.002639
2 20-24 350 34.891 0.010031
3 25-29 8.831 36.420 0.242477
4 30-34 1.532 38.302 0.039998
5 35-39 1.231 37.437 0.032882
6 40-44 241 34.933 0.005899
7 45-49 5 35.956 0.000139

TFR 1.67

Indeks Desa membangun.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang
dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks
Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat
indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan
berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu
kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi,

dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta



kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Indeks Desa
Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan
implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta
Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan
intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang
tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi
dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Desa Mandiri
Dengan perhitungan IDM = X100
Jumlah Desa di Kabupaten Bantul
27
= —— X100
75
=36

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi tujuan
dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting
dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan
di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan

pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.
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Bab Il Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, Pemerintah telah
mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain Undang-undang yang mengatur
tentang pemerintahan daerah, perimbangan keuangan pemerintah pusat dan
daerah serta undang- undang yang mengatur tentang penyelenggaraan negara
yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dikeluarkannya
beberapa kebijakan tersebut mengandung 3 (tiga) paradigma baru vyaitu
demokratisasi, pemberdayaan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada
masyarakat. Hal ini tentunya berimplikasi terhadap semakin luasnya kewenangan
Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam perspektif jangka panjang ketiga paradigma
tersebut diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan suatu Pemerintah Daerah
yang bercirikan “good governance” yang lebih kompetitif, terbuka, demokratis
dengan aparatur negara yang bersih, bertanggung jawab dan professional di
masing—masing bidangnya sehingga mempercepat proses tercapainya masyarakat
yang lebih beradab (civilized society). Untuk dapat menyelenggarakan good
governance tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil
guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Sehubungan dengan hal
tersebut diperlukan adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap
instansi pemerintah, memperkuat peran dan kapasitas parlemen serta tersedianya
akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas
didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam
organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-
masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang
dilaksanakan pada bagiannya.

Sedangkan akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi
media atau alat yang digunakan dalam menyampaikan pertanggunggjawaban
tersebut dikenal dengan istilah Laporan Kinerja sebagaimana tersebut dalam



Permenpan dan RB Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Laporan Kinerja
merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat
keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan yang dilaksanakan
sesuai program yang telah ditetapkan sebelumnya dan sebagai bentuk akuntabilitas
dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi
pemerintah atas penggunaan anggaran. Salah satu urusan wajib yang diserahkan
olen Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan
dalam undang-undang otonomi daerah adalah urusan wajib dibidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana dan wurusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa. Tugas yang diemban oleh Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bantul diantaranya adalah memberikan motivasi kepada
masyarakat untuk menginisiasi potensi yang dimiliki baik sumberdaya maupun
potensi lokal, untuk diberdayakan guna meningkatkan kualitas hidup dan
kesehatan, fasilitasi kelembagaan masyarakat yang ada, dengan tujuan untuk
mewujudkan suatu masyarakat desa yang maju, mandiri dan berdaya saing serta
sejahtera. Sebagai tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis yang
dijabarkan dalam pelaksanaan program kegiatan dinas secara nyata sebagai upaya
pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, disusunlah Laporan Kinerja
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi
Dinas— Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul .

e Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada
dasarnya adalah untuk memberikan informasi kinerja yang telah dicapai Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa kepada Bupati atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan
sebagai acuan dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa untuk meningkatkan kinerjanya.



Dengan demikian Laporan Kinerja merupakan sarana bagi instansi pemerintah

untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan

bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima

instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian Laporan Kinerja kepada

pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:

a.

Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan ke arah perbaikan
dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tupoksi
serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
rangka pelaksanaan misi instansi; Laporan Kinerja Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul tahun 2020

Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah
dan jangka pendek.

Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi
atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan;

Dasar Hukum

Landasan hukum dalam membuat Laporan Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :

o

TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari KKN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari KKN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah



o Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Penetapan Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul

o Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

o Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten .

o Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun
Anggaran 2020.

B. Pembentukan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul adalah salah satu OPD
yang ada di Pemerintah Kabupaten Bantul, yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa. Tugas yang diemban oleh Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bantul diantaranya adalah memberikan motivasi kepada
masyarakat untuk menginisiasi potensi yang dimiliki baik sumberdaya maupun
potensi lokal, untuk diberdayakan guna meningkatkan kualitas hidup dan
kesehatan, fasilitasi kelembagaan masyarakat yang ada, dengan tujuan untuk
mewujudkan suatu masyarakat desa yang maju, mandiri dan berdaya saing serta
sejahtera. Adapun tugas pokok Dinas PPKBPMD adalah membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta
pemberdayaan masyarakat dan desa. Dan DPPKBPMD menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut:

o Perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
serta pemberdayaan masyarakat dan desa;

o Pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
serta pemberdayaan masyarakat dan desa;



o Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan

keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa;

o Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

o Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :

1) Sekretariat

2) Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
3) Bidang Keluarga Berencana,;

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

5) Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur orgaisasi DPPKBPMD digambarkan ke dalam gambar 1.1

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
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D. Keragaman SDM

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibutuhkan Sumber
Daya Manusia yang mampu mengampu ketugasan bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana; dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Dimana tingkat keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan tergantung
dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang melaksanakan ketugasan.
Pada tahun 2020 sumber daya sumber daya manusia yang ada di Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa meliputi :

a. Jumlah pegawai berdasarkan SDM

Tabel 1.1
SDM Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul
Jenis Pendidikan Golongan
Jml Jml
SD | SMP | SMA | D1 | D2 | D3 | D4 | Si1 S2 I ! m | v
13 - - 5 - 14 8 40 - 2 | 29 9 40

E. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang
signifikan bagi daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/ kejadian yang
menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak
dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan
eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal khususnya
selama 5 (lima) tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik, maka
pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul merupakan unsur



penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bantul, mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pengendalian penduduk
dan keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa. Identifikasi
isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul
dapat dilihat dalam tabel berikut:

|dentifikasi Isu-isu Strategis Terkait dengan Bidang Urusan yang diampu
oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa :

Tabel 1.2
Identifikasi Isu Strategis

Bidang Urusan yang

NO diampu Dinas Permasalahan
PPKBPMD
1 | Pengendalian Masih adanya pernikahan di bawah umur (di
penduduk bawah 20 tahun)

Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK-R)

belum berjalan secara maksimal

Pemanfaatan modal Pinjaman dana Bergulir
dalam kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum sesuai

dengan harapan.

Pelaporan data keluarga masih belum optimal

Banyak kelompok pindah platform ke pinjaman
yang lebih besar karena kelompoknya
berkembang.

2 | Keluarga Berencana Kurangnya intervensi lintas sektor untuk
dan Keluarga program KB sehingga program KKBPK
Sejahtera mengalami stagnasi

Kurangnya jumlah PKB

Angka unmet need masih cukup tinggi 8,42%

Masih tergantungnya pelayanan pemasangan




NO

Bidang Urusan yang
diampu Dinas
PPKBPMD

Permasalahan

kontrasepsi pada Baksos BKKBN Perwakilan
DIY, sehingga akseptor MOP berubah menjadi
MOW.

Ada beberapa akseptor MOP yang mengalami
kegagalan di tahun 2017, hal ini mengakibatkan
kekhawatiran kegagalan MOP pada akseptor.

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Masih banyak sarana Pengelola Air Bersih
(PAB) yang belum dapat berfungsi secara

optimal

Belum optimalnya pengelolaan profil desa

Kurangnya pemahaman kelompok sasaran dan
pelaksanaan di tubgkat desa dalam mengelola
bantuan  kenangan kepada  Pemerintah
Desa(BKK&P2MD) sesuai dengan ketentuan
yang berlaku

Belum terlaksananya kegiatan Lomba Desa di
tingkat Kecamatan sesuai dengan Permendagri
No 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi
Perkembangan Desa(Lomba Desa)

Keguatan perencanaan pembangunan desa
belum secara maksimal didasarkan atas potensi
dan masalah yang ada di desa

Belum optimalnya kapabilitas aparat pemerintah

desa dalam pemanfaatan teknologi informasi

Sulitnya menumbuhkan jiwa kewirausahaan

masyarakat/ warga binaan

Belum optimalnya program pengembangan
ekonomi lokal desa

Dengan berakhirnya program PNPM maka
belum ada payung hukum untuk UPK( Unit
Pelaksana Kegiatan) dan BKAD (Badan




Bidang Urusan yang
NO diampu Dinas Permasalahan
PPKBPMD

Kerjasama Antar Desa)

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut pada tabel
Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul diatas, maka beberapa strategi kedepan yang perlu

dilaksanakan antara lain :

Menata kembali PLKB dan meningkatkan peran IMP dan Kader
Membentuk kelompok-kelompok PIK remaja dan KIE bagi remaja
Mengintensifkan pelatihan kepada masyarakat

Meningkatkan pemberdayaan usaha ekonomi desa

Menerapkan TTG yang telah dikembangkan oleh lembaga penelitian

A e

Mengintensifkan diseminasi tentang manfaat P2WKSS

Sedangkan Identifikasi isu strategis (lingkungan internal) terkait dengan

dinamika dapat disampaikan sebagaimana tabel berikut ini :
o Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Bahwa dengan jumlah SDM yang terbatas, Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak
akan dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan optimal sesuai struktur
organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, sehingga

diperlukan penambahan jumlah SDM.

Bahwa dengan kualitas dan kompetensi SDM yang terbatas, akan
mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam hal ini
dibutuhkan pendidikan dan latihan yang intensif sebagai salah satu
pendekatan utama dalam memenuhi atau mengembangkan kompetensi
personil di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.

o Pengalaman kerja



Bahwa dengan pengalaman kerja yang cukup merupakan bekal untuk
mengembangkan personal skill sehingga dapat menambah kompetensi
SDM.

Ketersediaan alokasi anggaran.

Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM maka diperlukan
kebijakan penambahan alokasi anggaran sebagai penunjang kegiatan

operasional dalam rangkaian mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
Pengembangan organisasi.

Bahwa ke depan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul masih
memungkinkan untuk berkembang mengingat Dinas PPKBPMD
mengemban 2 urusan pemerintahan yaitu urusan pengendalian penduduk
dan keluarga berencana, serta urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.



Bab Ill Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Dalam rangka
mendudkung Visi Bupati dan Wakil Bupati Bantul, maka program Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa tidak lepas dari visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Bantul,
sedangkan visi misi Kabupaten Bantul periode tahun 2016-2021 yang dijadikan
tujukan adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas dan
Sejahtera, berdasarkan Nilai-nilai Keagamaan, kemanusiaan dan

Kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi
pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan
misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat
mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam
penyelenggaran pemerintahan negara. Misi Bupati yang di dukung oleh Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

MISI 2 :Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas,

terampil dan berkepribadian luhur;
MISI 3 :Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan

pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan

permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar



dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi

pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 111.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat,
Sejahtera, berdasarkan Nilai-nilai Keagamaan,

Kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Misi Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan Mewujudkan Tercapainya

kemanusiaan

cerdas dan

dan

Indikator Sasaran/ IKU
Total Fertility Rate (TFR)

percepatan
pengembangan
perekonomian
rakyat dan
pengentasan
kemiskinan

pemberdayaan
masyarakat dan
desa

kualitas penduduk tumbuh pengendalian
sumberdaya seimbang melalui laju
manusia yang pelembagaaan pertumbuhan
sehat, cerdas, keluarga kecil penduduk
terampil dan berkualitas
berkepribadian  bahagia sejahtera
luhur
. Mewujudkan Memperkuat Meningkatnya Indeks Desa
kesejahteraan kelembagaan pemberdayaan membangun
masyarakat ditingkat desa dan
difokuskan pada untuk mendukung pembangunan

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka

pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan

strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak

terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif



untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang
diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut,
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan
pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran

Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :



Tabel 111.2
Strategi dan Kebijakan Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas dan Sejahtera, berdasarkan Nilai-nilai Keagamaan,
kemanusiaan dan Kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur
1. Mewujudkan penduduk tumbuh Tercapainya pengendalian laju Meningkatkan Meningkatkan pelayanan
seimbang melalui pelembagaaan pertumbuhan penduduk kepesertaan KB aktif KB
keluarga kecil berkualitas bahagia
sejahtera
Misi 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan

pengentasan kemiskinan

1. Memperkuat kelembagaan ditingkat Meningkatnya pemberdayaan Optimalisasi potensi Peningkatan kualitas
desa untuk mendukung dan pembangunan SDA dan SDM Desa  SDM desa untuk
pemberdayaan masyarakat dan desa mengoptimalisasi potensi

SDA



Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan
dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud
merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka
pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Program Keluarga Berencana;

Program pelayanan kontrasepsi

Program pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan;
Program Kesehatan Reproduksi Remaja;

o > 0~

Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
mandiri;

Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga;

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;

® N o

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;

9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa;

10.  Program Pengembangan Lembaga Ekonomi pedesaan;

11.  Program Peningkatan Peran Perempuan di perdesaan;

12.  Program Pemberdayaan Masyarakat;

13.  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

14.  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

15.  Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan;

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian
dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dalam
mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (outcome) berbagai program dan
kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk
perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran strategis dan IKU
disajikan sebagai berikut :



Tabel IV.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

1 | Tercapainya pengendalian laju @ Total Fertility Rate (TFR)
pertumbuhan penduduk

2 | Meningkatnya pemberdayaan dan | Indeks Desa membangun

pembangunan

Sumber : ESAKIP

1. Total Fertility Rate (TFR).

Angka Kelahiran Total (TFR, Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita
selama masa usia suburnya. Sebagai indikator untuk membandingkan
keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi,
menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana
program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan
program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan
perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

7
Dengan perhitungan =5 X ) ASFR;

=1

NO | KELOMPOK UMUR JUMLAH JUMLAH ASFR
KELAHRAN | PEREMPUAN

1 15-19 85 32.212 0.002639
2 20-24 350 34.891 0.010031
3 25-29 8.831 36.420 0.242477
4 30-34 1.532 38.302 0.039998
5 35-39 1.231 37.437 0.032882
6 40-44 241 34.933 0.005899
7 45-49 5 35.956 0.000139

TFR 1.67

2. Indeks Desa membangun.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk
berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan
Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang
dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan
konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja
pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi
kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk



mensejahterakan  kehidupan Desa. Indeks Desa Membangun memotret
perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang
Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa
Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi
intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi
Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan
modal sosial.

Desa Mandiri

Dengan perhitungan IDM X100

Jumlah Desa di Kabupaten Bantul
27
= —— X100
75
= 36



B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul Tahun 2016 — 2021.

Sejak tahun 2016 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul melakukan cascade down
Perjanjian Kinerja kepada eselon Ill dan IV. Adapun target dan realisasi indikator
kinerja program (cascading eselon lll) serta target dan realisasi indikator kinerja
kegiatan (cascading eselon V) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id,

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target
kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada
RPJMD, Renstra, renja 2020, IKU dan APBD. Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten
Bantul telah menetapkan PK Tahun 2020 sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Sri Nuryanti, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul

selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Pertama

Nama : Budi Wibowo, SH, MM
Jabatan : Pjs Bupati Bantul
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran
Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

ntul, 11 November 2020
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Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 12020
INDIKATOR TARGET
SASARAN TARGET
NO STRATEGIS KINERJA SATUAN TAHUNAN TRIWULAN | TRIWULAN
UTAMA
(1 (2) (3 4 (5) (6) (7)
Tercapainya | 0
Pengendalian Laju | Total Fertility I 0
1 Pertumbuhan Rate (TFR) Persen 2.0¢ 1] 0
Penduduk \Y 2,07
: | 0
Meningkatnya
2 | Pemberdayaan dan IMng:anks a[zgjﬁ Persen 22 IIIII 8
Pembangunan v 25
No Program Anggaran (Rp)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.733.757.750,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.753.748.000,-
3. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 16.000.000.-
Kinerja dan Keuangan
4. Program Keluarga Berencana 5.697.059.000,-
5. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 501.750.000,-
6. Program Pelayanan Kontrasepsi 401.775.000.-
7. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR 6.340.000,-
yang Mandiri
8. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 128.847.000,-
9. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,-
10. Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan 112.900.000,-
11. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 350.196.000,-
12. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 821.240.250,-
13. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 855.196.500,-
14. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 81.850.000,-
15. Program Pemberdayaan Masyarakat 1.597.151.750,-
JUMLAH 14.057.811.250,-
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C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah
ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara
lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun
2020 sebagai berikut :

Tabel IV.4
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

: Didukung jumlah
Sasaran Strategis
program

Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan 7 Program
penduduk
Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan 5 Program

Sumber : DPPKBPMD 2020




Bab IV Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah
direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah
orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya
anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada
level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah
satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi
pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan
publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah,
pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting
dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah
dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah
berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan
Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang
dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut
menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan

Kinerja ini.



Tabel V.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kriteria Penilaian Realisasi
Kinerja Kinerja

1 = 90,1 Sangat Tinggi

2 | 751=<90 Tinggi

3 /651<75 Sedang ’—’
4 |50,1<65 Rendah ‘ |
5 <50 Sangat Rendah ;

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas
dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel V.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama ' ' %
Target Realisasi -
Realisasi

Total Fertility Rate (TFR) 2.07%

1

2 | Indeks Desa membangun 22%

Sumber : ESAKIP 2020



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator kinerja utama Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2020, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi,
dengan rata-rata capaian sebesar 141.48%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk

Tabel V.3
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk

Total Fertility Rate 1.67 118.93%
(TFR)

Sumber : ESAKIP 2020

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang
ditetapkan tahun 2020 adalah 2,07 realisasi sebesar 1,67 tercapai 119,32% atau
bernilai kinerja Sangat Tinggi.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 2,06 dan capaian tahun
2020 ini telah menyumbangkan 118.93% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Permasalahan :

1. Masih tergantungnya pelayanan pemasangan kontrasepsi pada Baksos BKKBN
Perwakilan DIY, sehingga akseptor MOP berubah menjadi MOW.

2. Ada beberapa akseptor MOP yang mengalami kegagalan di tahun 2019, hal ini
mengakibatkan kekhawatiran kegagalan MOP pada akseptor.

3. Angka unmet need masih cukup tinggi 9,99%

4. Kurangnya intervensi lintas sektor untuk program KB sehingga program KKBPK

mengalami stagnasi

5. Kurangnya jumlah PKB



Solusi :

. Menganggarkan untuk pelaksanaan MOP di tahun mendatang.

Penambahan tenaga penguat PKB dan peningkatan peran dari Institusi
Masyarakat Pedesaan (IMP) dan kader.

Peningkatan kuantitas maupun kualitas KIE baik individu maupun masa,
pemantapan kemitraan dengan pemangku kepentingan. penghargaan/reward
bagi peserta KB baru terutama KB Kontrasepsi Mantap (kontap)

Keterlibatan secara intens lintas sector

Penambahan tenaga penguat PKB dan peningkatan peran dari Institusi
Masyarakat Pedesaan (IMP) dan kader

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Total Fertility Rate (TFR) yang

akan dilaksanakan sebagai berikut :

—

. Penganggaran untuk pelaksanaan MOP di tahun mendatang.

Penambahan tenaga penguat PKB dan peningkatan peran dari Institusi
Masyarakat Pedesaan (IMP) dan kader.

Peningkatan kuantitas maupun kualitas KIE baik individu maupun masa,
pemantapan kemitraan dengan pemangku kepentingan. penghargaan/reward

bagi peserta KB baru terutama KB Kontrasepsi Mantap (kontap)
Keterlibatan secara intens lintas sektor

Penambahan tenaga penguat PKB dan peningkatan peran dari Institusi
Masyarakat Pedesaan (IMP) dan kader

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan

terkait peningkatan sasaran Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk

Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari

program sebagai berikut :

1.

Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga dengan
indikator Cakupan pelatihan kader tenaga pendamping kelompok bina keluarga
sejahtera (BKB, BKR, BKL) pada tahun 2020 mentargetkan sebesar 34
kelompok tercapai sebesar 34 kelompok. Program ini didukung kegiatan antara
lain :

a. Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan



b. Pengembangan ADITUKA ( asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak )
c. Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya
d. Evaluasi Kegiatan Tribina ( BKB, BKR, dan BKL ) dan POSDAYA

e. Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi
Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS |

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan indikator
Cakupan penanganan dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga,
dengan kegiatan berupa Pedampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin
dan PMKS pada tahun 2020 tidak dilaksanakan karena anggaran direfocusing

untuk penanganan Covid-19.

3. Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan dengan
indikator Cakupan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan yang dibuat pada
tahun 2020 mentargetkan sebesar 100 persen tercapai sebesar 100 persen.

Program ini didukung kegiatan antara lain :
a. Analisa Data dan Dampak Kependudukan
b. Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah

c. Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan

Pengendalian Lapangan

4. Program Keluarga Berencana dengan indikator Cakupan Peserta KB Aktif pada
tahun 2020 mentargetkan sebesar 76.8 persen tercapai sebesar 73.22 persen.

Program ini didukung kegiatan antara lain :
a. Pelayanan KIE
b. Pembinaan Keluarga Berencana

c. Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI

manunggal
d. Pemantapan mekanisme operasional
e. Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten
f. Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB
g. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB

5. Program Kesehatan Reproduksi Remaja dengan indikator Cakupan sosialisasi
kesehatan reproduksi remaja pada tahun 2020 mentargetkan sebesar 1800
siswa tercapai sebesar 2000 siswa. Program ini didukung kegiatan antara lain :



a. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
b. Lomba forum PIK remaja
c. KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja

6. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
mandiri dengan indikator Cakupan pelayanan kader IMP pada tahun 2020
mentargetkan sebesar 90 persen tercapai sebesar 90 persen. Program ini

didukung kegiatan antara lain :
a. Pendampingan Forum IMP
2. Sasaran Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan
Tabel V.4

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan

Target |Capaian s/d|

Indikator Kinerja Capalan » Akhir | 2019
Utama 2019 | Target |Realisas v Renstra @ terhadap
Realisasi
(2021) 2021 (%)

Indeks Desa 24% 22% | 36% ‘ 24% ‘ 100% ‘

Membangun
Sumber : ESAKIP 2020

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang
ditetapkan tahun 2020 adalah 22% realisasi sebesar 36% tercapai 163.64% atau
bernilai kinerja Sangat Tinggi.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 36% Capaian tahun 2020 ini
telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Permasalahan :

1. Masih banyak sarana Pengelola Air Bersih (PAB) yang belum dapat berfungsi
secara optimal

2. Belum optimalnya pengelolaan profil desa

3. Kurangnya pemahaman kelompok sasaran dan pelaksanaan di tingkat desa
dalam mengelola bantuan kenangan kepada Pemerintah Desa (BKK & P2MD)

sesuai dengan ketentuan yang berlaku



. Belum terlaksananya kegiatan Lomba Desa di tingkat Kecamatan sesuai

dengan Permendagri No 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan

Desa(Lomba Desa)

Kekuatan perencanaan pembangunan desa belum secara maksimal didasarkan

atas potensi dan masalah yang ada di desa

Belum optimalnya kapabilitas aparat pemerintah desa dalam pemanfaatan

teknologi informasi

7. Sulitnya menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat/ warga binaan

8. Belum optimalnya program pengembangan ekonomi lokal desa

Solusi :

1.

Intensifikasi pelatihan kepada masyarakat, Peningkatan pemeliharaan,

Penguatan Kelembagaan PAB

. Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Profl Desa

Intensifikasi pelatihan kepada masyarakat

Mendorong dan meningkatkan kapasitas peran kecamatan dalam
menyelenggarakan Evaluasi Perkembangan Desa sesuai Permendagri No 81
Tahun 2015

Mengadakan bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Desa dalam hal

pelaksanaan musrenbangdes

Memberikan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, Intensifikasi
pelatihan kepada aparat pemerintah desa dalam hal pemanfaatan teknologi

informasi

Menumbuhkan jiwa kewirausahaan melalui best practice pelaku usaha dan

memberikan materi tentang kewirausahaan pada warga binaan peserta program

Intensifikasi pembentukan bumdes, Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola
Bumdes, Pelatihan keterampilan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa(KUEMD),

Optimalisasi pengelola pasar desa.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks desa membangun yang

akan dilaksanakan sebagai berikut :

1.

Intensifikasi pelatihan kepada masyarakat, Peningkatan pemeliharaan,

Penguatan Kelembagaan PAB



2. Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Profil Desa
3. Intensifikasi pelatihan kepada masyarakat

4. Mendorong dan meningkatkan kapasitas peran kecamatan dalam
menyelenggarakan Evaluasi Perkembangan Desa sesuai Permendagri No 81
Tahun 2015

5. Mengadakan bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Desa dalam hal

pelaksanaan musrenbangdes

6. Memberikan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, Intensifikasi
pelatihan kepada aparat pemerintah desa dalam hal pemanfaatan teknologi

informasi

7. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan melalui best practice pelaku usaha dan

memberikan materi tentang kewirausahaan pada warga binaan peserta program

8. Intensifikasi pembentukan bumdes, Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola
Bumdes, Pelatihan Keterampilan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa (KUEMD),

Optimalisasi pengelola pasar desa.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan
terkait peningkatan sasaran meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan. Pada
tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program
sebagai berikut :

1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan
indikator Cakupan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa pada tahun
2020 mentargetkan sebesar 30% tercapai sebesar 30%. Program ini didukung

kegiatan antara lain :

a. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
b. Penyelenggaraan lomba desa

c. Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD
d. Pendampingan kegiatan TMMD

e. Bantul Ekspo dan karnaval

f. Pengembangan desa siaga

g. Pengembangan Kerjasama Desa



2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan indikator
Cakupan Pemberdayaan Desa pada tahun 2020 mentargetkan sebesar 20%
tercapai sebesar 20%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
c. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

d. Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan

3. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dengan indikator Jumlah
Lembaga Ekonomi Desa yang difasilitasi pada tahun 2020 mentargetkan
sebesar 7 Desa tercapai sebesar 7 Desa. Program ini didukung kegiatan antara
lain :

a. Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN
b. Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan

c. Pengembangan Tekonologi Tepat Guna

4. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan dengan indikator Cakupan
Desa Sasaran P2WKSS pada tahun 2020 mentargetkan sebesar 5.33 persen

tercapai sebesar 5.33 persen. Program ini didukung kegiatan antara lain :
a. Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera ( P2ZWKSS)

5. Program pemberdayaan masyarakat dengan indikator Meningkatnya peran dan
pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan masyarakat pada tahun 2020
mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung

kegiatan antara lain :
a. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

6. Program pemberdayaan masyarakat dengan indikator Cakupan lembaga yang
menerima penyaluran dana pemberian tambahan makanan pada tahun 2020
mentargetkan sebesar 2390 lembaga tercapai sebesar 2388 lembaga. Program
ini didukung kegiatan antara lain :

a. Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat
C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan
Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk



dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp14.057.811.250 yang
digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung
sebesar Rp13.941.400.232 atau sebesar 99,17%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk
membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran

strategis adalah sebagai berikut :

Tabel V.5
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020

1 Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk 6.848.671.000 48.72
2 Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan 3.705.634.500 26.36
Jumlah 10.554.305.500 75.08

Belanja Langsung Pendukung 3.503.505.750 24.92

Total Belanja Langsung 14.057.811.250 100

Sumber : ESAKIP

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk
penyelenggaraan program/ kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung
program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama
sebesar Rp. 10.554.305.500 atau sebesar 75.08% dari total belanja langsung, sedangkan
anggaran untuk program/ kegiatan pendukung sebesar Rp. 3.503.505.750 atau

sebesar 24.92% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling
besar adalah sasaran tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan
besaran anggaran 48.72% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan
anggaran yang relative kecil adalah meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan

sebesar 26.36% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2020 sebesar 99.172% dari total
anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa
akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran
daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 75.08%, sedangkan

realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 24.92%.



Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada
program/kegiatan di IKU Total Fertility Rate (TFR) sebesar 48.72%, sedangkan
penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Indeks Desa Membangun
sebesar 26.36%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran
pengendalian laju pertumbuhan penduduk menyerap anggaran paling besar yaitu
48.72% dari target. Sedangkan sasaran tercapainya pemberdayaan dan pembangunan

menyerap anggaran terkecil yaitu 26.36% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan

sebagai berikut :

Tabel V.6
Pencapalan Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

Total Fertility 2.7 6.848.671.000 6.778.338.512 98.97
Rate (TFR)

2 Indeks Desa 922 36 3.705.634.500 3.698.154.500 99.80
membangun

Sumber : ESAKIP 2020

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 0.83%, dari total anggaran
belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan
akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah
ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0.74%, sedangkan
efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 1.10%. Jika dilihat dari efisiensi
anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Total
Fertility Rate (TFR) sebesar 1.03%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada
program/kegiatan di IKU Indeks Desa membangun sebesar 0.20%. Jika dilihat dari
efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran tercapainya pengendalian laju
pertumbuhan penduduk, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 1.03% dari



anggaran target. Sedangkan sasaran meningkatnya pemberdayaan dan
pembangunan, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0.20% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai
program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel V.7
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020
Anggaran
Indikator Kinerja =
Target (Rp) | Realisasi (Rp) W

1 Total Fertility Rate (TFR) 6.848.671.000  6.778.338.512 70.332.488 1.03
2 Indeks Desa membangun 3.705.634.500  3.698.154.500 7.480.000 0.20
Jumlah 10.554.305.500  10.476.493.012 77.812.488 0.74

Belanja Langsung Pendukung 3.503.505.750 3.464.907.220 38.598.530 1.10
Total Belanja langsung 14.057.811.250 = 13.941.400.232  116.411.018  0.83

Sumber : ESAKIP




Bab V Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses
pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi,
akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien.
Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi
penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari
masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran
tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari
visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan
yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran
strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara
umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada
yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 141.48% atau kinerja kriteria
Sangat Tinggi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator
yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021
khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika
terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui
semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena
disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan
dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok
hari.



